PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)
Kawasan Pusai Pemeriniahan Proviasi Banien (KPIB] Telp (0254) $480010 Fax (0254) 8480012 Palima — Serang

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA DMNAS PENANAMAN MODAL DAN FELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINS] BANTEN
NOMOR : STWV6SPIOSKh/DPMPTSP/L2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN 1ZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS

KEPADA SEKOLAH KHUSUS SAYAFP IBU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a.

PROVINSI BANTEN

Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah
bagl Anak Berkebutuhan EKhusus perlu didorong peran seria masyarakat dalam
penyelenggaraan lavanan pendidikan khusus;

bahwa uniuk meningkatkan partisipasli masyarakal dalam pemerataan akses
pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Sayap [bu yang beralamat di Keeamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. maka perlu diberikan izin;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Heputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Hanten tentang Pemberian Perpanjangan lzin Operasional
Sekolah Khusus Kepada Skh. Sayap Ibu.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1880 fentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran

Megara Republik Indomesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3411k

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakal dalam
Pendidikan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor &8,
tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara tahun 2014 nomer 244 Tambahan lembaga Negara Nomaor 5582);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara
Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1881 temtang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran
Negara Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teniang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

Peraiuran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah MNomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762 J;
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

10,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/Tahun 2002, tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Provinsl Banten Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggarnan
Fendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2011 Nomeor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsl Banten Nomor 66);
Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25]
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Gubernur Nomor 11 Tabun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraluran Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011
Banten Tahun 2012 Nomor 11}

Peraturan Gubemur Banten Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak
Cabang/Lokasl Bagl Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di
Provinsi Banten {Berita Daerah Provinsl Banten Tahun 2015 Nomor 80):

Peraturan Gubernur Banien Nomor 83 Tabun 20168 tentang Kedudukan, Tugas
Polok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasl dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten [Berita Dacrah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

Peraturan Gubernur Banlen Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pelayaman Pertzinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu [Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);

Peratwran Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tenlang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten [Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Surat permohonan Kepala Sekolah SKh. Sayap Ibu, Nomor : 01/YSIB/X/2023
Tanggal 19 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjamgan Izin Operasional, yang
kami terima tanggal 30 Oktober 2023;

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor : 421/4763-
Dindikbud /2023 Tanggal 6 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Teknis, yang karmi
terima langgal 2 Januari 2024,

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan [zin Operasional Sekolah Ehusus, kepada :

a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Sayap [bu Cabang Banten
b. Nama Sekolah : Skh. Sayap Ibu
c. Alamat : JL. Raya Graha Bintaro No. 33B RT/RW 04/01 Helurahan

d. NIB

FPondok Kacang DBarat HKecamaian Pondok Aren KHoia
Tangerang Selatan Provinsl Banten

: 0210011111122
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas schagai
beriloat :

1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TELEB,
SDLB. SMPLB dan SMALB:

2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang THLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;

3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;

4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses:

5. Melakukan Evaluasi Hinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang
bersangkutan;

6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
mengenal pelaksanaan pendidikan khusue yang diselenggarakan;

7. Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Banlen dengan tembusan Hepala Dinas Pepanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsl Banten.

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahiangankan kepada

pithak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.

Masa berlaku izin schagaimana dimaksud dalam dikium EESATU. selama 3 (tiga) tahun.

Pemegang/penerima fzin selaku pihak pengelola wajib memenuhl ketemtuan-ketentuan

sehagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlalku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputnsan ini, akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Heputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 28 Januari 2024

] Ditandatangani secara elektronik oleh:
Eepala DPMPTSP Provinsi Banten

| tr. Wj. VIRGOJANTI, M. Si

NIP. 19680802 199&0&_2.002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
. Pj. Gubernur Banlen;

. PJ. Sekretaris Daerah Provinst Banten:

. Walikota Tangerang Selatan:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten:

1
2
3
4. Pit. Inspektur Provinsi Banten;
5
&
7

Repala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan,

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal § Ayar [

“Infarmasi Elektronik danatau Dokumen Elekironik dan/atau hasil cerakannya mevupakan abat bukti hudeum yang sah™
- Dokumen ini telah ditandatengani secara elekrtonik menggunakan “Sertifikar Elektronik™ yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdafiar di kiips://sipeka bantenprov.go.id. (scan QR Cade).
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